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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perlindungan
hukum dalam mekanisme pengaduan pelayanan publik serta dampaknya
terhadap pembangunan ekonomi. Pelayanan publik yang berkualitas merupakan
elemen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan,
akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, dalam
praktiknya, mekanisme pengaduan pelayanan publik masih menghadapi
berbagai kendala, seperti keterbatasan akses, rendahnya tingkat pemahaman
hukum masyarakat, serta lambatnya respons dan tindak lanjut dari instansi
terkait.Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan
peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pengaduan pelayanan
publik telah diatur dalam berbagai regulasi yang berlaku. Meskipun demikian,
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meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu, hal ini
juga berkontribusi dalam mendorong iklim investasi yang lebih kondusif serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan
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Abstract: This study aims to analyze the effectiveness of legal protection in public service complaint mechanisms and its impact on
economic development. High-quality public services are an essential element in achieving transparent, accountable, and responsive
governance. However, in practice, public service complaint mechanisms still face various challenges, such as limited accessibility, low
levels of legal awareness among the public, and delayed responses and follow-up actions from relevant institutions. This research
employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that legal protection for public
service complaints has been regulated in various applicable laws and regulations. Nevertheless, its implementation has not been fully
effective due to obstacles in inter-agency coordination, transparency, and supervisory mechanisms. Therefore, the effectiveness of legal
protection in public service complaint mechanisms plays a strategic role in enhancing public trust in the government. Furthermore, it
contributes to fostering a more conducive investment climate and supports sustainable economic growth.

Keywords: Key words: Legal Protection; Public Service Complain; Legal Effectiviness.

Pendahuluan

Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama negara dalam memenuhi
kebutuhan dasar masyarakat serta menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara. Kualitas
pelayanan publik yang baik mencerminkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan
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serta menjadi indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
(good governance). Namun dalam praktiknya, masih banyak ditemukan berbagai
permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, seperti prosedur yang berbelit-
belit, keterlambatan pelayanan, kurangnya transparansi, serta adanya tindakan
maladministrasi oleh aparatur pemerintah. Kondisi tersebut seringkali menimbulkan
ketidakpuasan masyarakat dan mendorong munculnya pengaduan terhadap pelayanan
publik yang diberikan oleh instansi pemerintah. Pelayanan publik yang berkualitas juga
tidak terlepas dari prinsip good governance yang menekankan transparansi, akuntabilitas,
partisipasi, dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penerapan prinsip-
prinsip tersebut menjadi landasan penting dalam menciptakan pelayanan publik yang
responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mampu meningkatkan kepercayaan publik
terhadap pemerintah (Dwiyanto, 2011)

Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama negara dalam memenuhi
kebutuhan dasar masyarakat serta menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara. Kualitas
pelayanan publik yang baik mencerminkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan
serta menjadi indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
(good governance). Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menegaskan bahwa negara berkewajiban
memberikan pelayanan yang berkualitas kepada setiap warga negara. Namun, dalam
praktiknya masih banyak ditemukan berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan
pelayanan publik, seperti prosedur yang berbelit-belit, keterlambatan pelayanan,
kurangnya transparansi, serta adanya tindakan maladministrasi oleh aparatur pemerintah
(Hardiyansyah, 2018). Kondisi tersebut seringkali menimbulkan ketidakpuasan masyarakat
dan mendorong munculnya pengaduan terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh
instansi pemerintah. Akuntabilitas dalam pelayanan publik merupakan salah satu indikator
utama dalam menilai kinerja pemerintah, di mana setiap penyelenggara layanan dituntut
untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusan yang diambil kepada
masyarakat sebagai pengguna layanan (Mardiasmo, 2009).

Pengaduan masyarakat merupakan salah satu bentuk partisipasi publik dalam
mengawasi kinerja pemerintah serta menjadi sarana untuk memperbaiki kualitas
pelayanan publik. Melalui mekanisme pengaduan, masyarakat dapat menyampaikan
keluhan atau laporan terkait dugaan maladministrasi yang terjadi dalam penyelenggaraan
pelayanan publik. Pengelolaan pengaduan yang baik sangat penting untuk menjamin
terpenuhinya hak-hak masyarakat sekaligus meningkatkan akuntabilitas penyelenggara
pelayanan publik. Menurut (Pratama & Widodo, 2022), sistem pengelolaan pengaduan
masyarakat yang efektif dapat meningkatkan transparansi serta memperbaiki kualitas
pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Pengaduan masyarakat juga dapat
dipahami sebagai bentuk partisipasi publik dalam proses pengawasan terhadap
penyelenggaraan pelayanan publik, yang berperan penting dalam mendorong transparansi
dan perbaikan kinerja pemerintah (Susanto, 2014).

Data empiris menunjukkan bahwa pengaduan masyarakat terhadap pelayanan
publik di Indonesia masih tergolong tinggi. Berdasarkan laporan Ombudsman Republik
Indonesia, jumlah laporan masyarakat terkait dugaan maladministrasi setiap tahunnya
mencapai puluhan ribu kasus. Pada tahun 2022, Ombudsman mencatat lebih dari 7.000
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laporan pengaduan yang didominasi oleh sektor administrasi kependudukan, pertanahan,
kepolisian, dan pendidikan. Selain itu, melalui sistem pengaduan nasional SP4N-LAPOR!,
tercatat ratusan ribu laporan masyarakat yang masuk setiap tahunnya, yang menunjukkan
tingginya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan keluhan terhadap pelayanan
publik.Tingginya jumlah pengaduan tersebut mengindikasikan bahwa permasalahan
dalam penyelenggaraan pelayanan publik masih cukup signifikan, baik dari segi kualitas
layanan maupun responsivitas instansi pemerintah. Di sisi lain, data tersebut juga
mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan mekanisme
pengaduan sebagai sarana kontrol terhadap kinerja pemerintah. Oleh karena itu,
diperlukan upaya yang lebih optimal dalam meningkatkan efektivitas perlindungan
hukum serta sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik agar mampu memberikan
kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Maladministrasi dalam pelayanan publik,
seperti penyalahgunaan wewenang, penundaan berlarut, dan ketidakadilan dalam
pelayanan, menjadi salah satu permasalahan utama yang memerlukan pengawasan efektif
guna melindungi hak-hak masyarakat (Wicaksono, 2015).

Fenomena meningkatnya jumlah pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik
menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap hak-haknya sebagai warga negara
semakin berkembang. Di sisi lain, kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa kualitas
pelayanan publik di beberapa sektor masih memerlukan perbaikan. Dalam konteks hukum
administrasi negara, perlindungan hukum terhadap masyarakat menjadi aspek yang sangat
penting untuk memastikan bahwa setiap pengaduan yang disampaikan dapat
ditindaklanjuti secara adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
(Hidayat, 2021)menyatakan bahwa perlindungan hukum dalam mekanisme pengaduan
pelayanan publik bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada
masyarakat serta mendorong penyelenggara pelayanan publik agar lebih bertanggung
jawab dalam menjalankan tugasnya.

Dalam upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan pengaduan pelayanan publik,
pemerintah juga telah mengembangkan berbagai sistem pengaduan berbasis teknologi
informasi. Salah satu sistem yang digunakan adalah SP4N-LAPOR, yaitu sistem
pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara nasional yang memungkinkan
masyarakat untuk menyampaikan laporan secara langsung kepada instansi pemerintah.
Penelitian yang dilakukan oleh (Yuliani & Kurniawan, 2020) menunjukkan bahwa
penerapan sistem pengaduan berbasis digital dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat
dalam menyampaikan laporan serta mempercepat proses penanganan pengaduan oleh
instansi terkait.

Penelitian sebelumnya juga menekankan pentingnya peran lembaga pengawas
dalam menangani pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik. Salah satu lembaga
yang memiliki kewenangan dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik adalah
Ombudsman Republik Indonesia. (Rahman, 2019) menjelaskan bahwa keberadaan
Ombudsman memiliki peran penting dalam menangani laporan masyarakat mengenai
maladministrasi serta memberikan rekomendasi perbaikan kepada instansi pemerintah
guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Namun demikian, efektivitas pengawasan
tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya,
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rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam menggunakan mekanisme pengaduan,
serta kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah.

Penelitian mengenai pengelolaan pengaduan pelayanan publik telah banyak
dilakukan sebelumnya. Penelitian oleh (Pratama & Widodo, Pengelolaan Pengaduan
Masyarakat dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, 2022) menunjukkan bahwa
pengelolaan pengaduan masyarakat yang terstruktur dan responsif mampu meningkatkan
transparansi serta mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik. Dalam penelitian
tersebut dijelaskan bahwa keberhasilan sistem pengaduan sangat dipengaruhi oleh
kecepatan respons dan kejelasan tindak lanjut dari instansi terkait.

Selanjutnya, (Yuliani & Kurniawan, 2020) dalam penelitiannya mengemukakan
bahwa penerapan sistem pengaduan berbasis digital, seperti platform daring, memberikan
kemudahan akses bagi masyarakat dalam menyampaikan keluhan. Selain itu, sistem digital
dinilai mampu mempercepat proses penanganan laporan serta meningkatkan efisiensi kerja
instansi pemerintah dalam merespons pengaduan masyarakat.

Sementara itu, (Rahman F. , 2019) menekankan bahwa keberadaan lembaga
pengawas seperti Ombudsman memiliki peran penting dalam menangani laporan
masyarakat terkait maladministrasi. Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa
Ombudsman berfungsi sebagai pengawas eksternal yang memberikan rekomendasi
perbaikan kepada instansi pemerintah guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Namun demikian, efektivitas peran tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti
keterbatasan sumber daya dan kurangnya koordinasi antarinstansi.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah memberikan kontribusi penting dalam
memahami pengelolaan pengaduan pelayanan publik, sebagian besar masih berfokus pada
aspek teknis, pemanfaatan teknologi, dan peran kelembagaan. Belum banyak penelitian
yang secara komprehensif mengkaji efektivitas perlindungan hukum dalam mekanisme
pengaduan pelayanan publik serta keterkaitannya dengan pembangunan ekonomi. Oleh
karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis
secara lebih mendalam aspek perlindungan hukum serta dampaknya terhadap
peningkatan kepercayaan masyarakat dan pembangunan ekonomi.

Selain berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik, efektivitas
perlindungan hukum dalam pengaduan pelayanan publik juga memiliki hubungan dengan
pembangunan ekonomi. Pelayanan publik yang transparan, cepat, dan akuntabel dapat
meningkatkan kepercayaan masyarakat serta menciptakan iklim investasi yang lebih
kondusif. Sebaliknya, pelayanan publik yang buruk dapat menghambat aktivitas ekonomi
dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu,
upaya untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum dalam pengaduan pelayanan
publik menjadi sangat penting dalam mendukung pembangunan ekonomi yang
berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas
perlindungan hukum dalam mekanisme pengaduan pelayanan publik serta mengkaji
dampaknya terhadap pembangunan ekonomi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan
untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas perlindungan
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hukum dalam pengaduan pelayanan publik serta memberikan rekomendasi untuk
meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia..

Metode Penelitian
Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan
kualitatif. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis berbagai
norma hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum dalam mekanisme pengaduan
pelayanan publik. Pendekatan ini menitikberatkan pada analisis terhadap peraturan
perundang-undangan, prinsip hukum, serta konsep hukum yang relevan dengan sistem
pelayanan publik dan perlindungan masyarakat sebagai pengguna layanan. Penelitian
normatif pada dasarnya digunakan untuk menelaah hukum sebagai suatu sistem norma
yang mengatur perilaku masyarakat dan lembaga pemerintahan (Soekanto, S., & Mamudji,
S., 2019). Penelitian hukum normatif juga digunakan untuk me mahami hukum
se bagai kaidah yang bersifat pre skriptif (Marzuki, 2017). Selain itu, pendekatan ini
re le van dalam me ngkaji konsiste nsi antar norma hu kum (J.,I, 2016)

Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menjelaskan bagaimana mekanisme
perlindungan hukum dalam pengaduan pelayanan publik diterapkan serta sejauh mana
efektivitasnya dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik yang berdampak
pada pembangunan ekonomi. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memberikan
pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara perlindungan hukum,
akuntabilitas pelayanan publik, dan dampaknya terhadap perkembangan ekonomi
(Creswell, J. W., 2014), me tode ini ju ga be rtujuan untuk me mahami makna di balik
fe nome na yang dite liti (Moleong, L. J., 2018)

Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer diperoleh dari bahan hukum utama yang memiliki kekuatan mengikat,
seperti peraturan perundang-undangan yang mengatur pelayanan publik dan
mekanisme pengaduan masyarakat (Republik Indonesia, 2008). Bahan hukum
primer ini digunakan sebagai dasar dalam menganalisis sistem perlindungan hukum
yang diberikan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan publik (Republik
Indonesia, 2009).

b. Data sekunder diperoleh dari berbagai literatur ilmiah, seperti buku, artikel jurnal,
hasil penelitian sebelumnya, laporan institusi, serta dokumen akademik yang
berkaitan dengan perlindungan hukum, pelayanan publik, dan pembangunan
ekonomi (Dwiyanto, A., 2018). Data sekunder ini berfungsi untuk memperkuat
analisis teoritis serta memberikan perspektif akademik terhadap isu yang diteliti
(Marzuki, 2017) (Sinambela, L. P., 2019).

Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan
(library research). Metode ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengumpulkan, dan
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menelaah berbagai bahan hukum serta literatur ilmiah yang relevan dengan topik
penelitian. Peneliti menelusuri berbagai dokumen hukum, artikel jurnal ilmiah, buku
akademik, serta publikasi lembaga resmi yang membahas perlindungan hukum dalam
pelayanan publik dan mekanisme pengaduan masyarakat (Zed, M, 2014).

Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis dengan mengklasifikasikan
sumber data berdasarkan relevansi, keakuratan, serta kontribusinya terhadap pembahasan
penelitian. Pendekatan studi kepustakaan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh
pemahaman yang komprehensif mengenai perkembangan teori dan praktik perlindungan
hukum dalam pelayanan publik (Sugiyono, 2019) .

Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode analisis
kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis (Mileis, M. B., Huibeirman, A. M., &
Saldana, J. , 2014). Analisis dilakukan dengan cara mengorganisasi data, mengkategorikan
informasi yang relevan, serta menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku dalam konteks
pelayanan publik (Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B., 2015).

Peneliti melakukan interpretasi terhadap berbagai norma hukum serta
membandingkannya dengan teori dan temuan penelitian sebelumnya guna menilai tingkat
efektivitas perlindungan hukum dalam sistem pengaduan pelayanan publik. Analisis ini
juga digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antara peningkatan kualitas pelayanan
publik dengan pembangunan ekonomi, mengingat pelayanan publik yang efektif dapat
meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mendukung iklim ekonomi yang lebih baik
(Bank., W., 2020). Dalam me nilai e fe ktivitas pe rlindu ngan hu ku m te rhadap pe ngadu an
pe layanan pu blik, pe ne litian ini me nggu nakan pe nde katan e valu atif te rhadap norma
hukum dengan me mbandingkan antara ketentuan yang diatur dalam peraturan
pe ru ndang-u ndangan de ngan imple me ntasinya di lapangan.

Hasil dan Pembahasan

Perlindungan hukum terhadap pengaduan pelayanan publik di Indonesia telah
diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menjamin
hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang adil, transparan, dan akuntabel (R],
2009). Regulasi utama yang mengatur hal tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang
Ombudsman Republik Indonesia, serta berbagai kebijakan pemerintah terkait sistem
pengelolaan pengaduan masyarakat berbasis digital seperti SP4AN-LAPOR (KemenPAN-
RB., 2021).

Keberadaan regulasi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah menyediakan
dasar hukum bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan terhadap
penyelenggaraan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Namun demikian, efektivitas perlindungan hukum dalam praktiknya masih menghadapi
berbagai tantangan, seperti keterbatasan koordinasi antar instansi, lambatnya penanganan
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laporan masyarakat, serta rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai
mekanisme pengaduan yang tersedia.

Tabel berikut menunjukkan kerangka regulasi yang mengatur perlindungan hukum
dalam pengaduan pelayanan publik di Indonesia.

Table 1: Kerangka Regulasi Pengaduan Pelayanan Publik di Indonesia.

Re gulasi Su btansi Pe ngatu ran Tujuan

UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Mengatur hak masyarakat Menjamin pe layanan

Publik dan kewajiban publik yang berkualitas
penyelenggara pelayanan dan akuntabel
publik
UU No. 37 Tahun 2008 tentang Mengatur pengawasan Melindungi masyarakat
Ombu dsman RI terhadap  maladministrasi dari tindakan
dalam pe layanan maladministrasi
Peraturan Pre siden tentang SPAN-LAPOR  Sistem pengelolaan Me mpermudah
pengadu an masyarakat masyarakat
be rbasis digital me nyampaikan

pengadu an

Selain itu, perkembangan teknologi informasi juga mendorong pemerintah untuk
mengembangkan sistem pengaduan digital yang memungkinkan masyarakat
menyampaikan laporan secara lebih cepat dan mudah. Sistem ini diharapkan dapat
meningkatkan transparansi serta mempercepat proses penyelesaian pengaduan
masyarakat.

Diskusi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum dalam pengaduan
pelayanan publik memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola
pemerintahan. Keberadaan regulasi yang mengatur mekanisme pengaduan memberikan
jaminan bahwa masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan keluhan terhadap
pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, mekanisme pengaduan masyarakat
merupakan bagian dari sistem pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Pengawasan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya maladministrasi serta memastikan
bahwa penyelenggara pelayanan publik menjalankan tugasnya secara profesional dan
bertanggung jawab. Oleh karena itu, efektivitas perlindungan hukum dalam pengaduan
pelayanan publik sangat bergantung pada kemampuan lembaga pengawas serta komitmen
pemerintah dalam menindaklanjuti setiap laporan masyarakat.

Selain itu, efektivitas sistem pengaduan pelayanan publik juga memiliki dampak
yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi. Pelayanan publik yang transparan dan
akuntabel dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat serta menciptakan iklim investasi
yang lebih kondusif. Sebaliknya, pelayanan publik yang tidak responsif dapat
menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menghambat aktivitas ekonomi.
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Dengan demikian, peningkatan efektivitas perlindungan hukum dalam pengaduan
pelayanan publik tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum semata, tetapi juga memiliki
implikasi yang lebih luas terhadap pembangunan ekonomi dan stabilitas sosial. Upaya
yang dapat dilakukan antara lain melalui peningkatan kualitas sumber daya aparatur,
penguatan sistem pengawasan, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam
pengelolaan pengaduan masyarakat.

Kesimpulan

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hukum dalam mekanisme
pengaduan pelayanan publik memiliki implikasi yang luas dan strategis, tidak hanya dalam
meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, tetapi juga dalam mendukung
pembangunan ekonomi dan menjaga stabilitas sosial. Adanya regulasi yang mengatur hak
masyarakat untuk menyampaikan pengaduan menjadi bentuk jaminan kepastian hukum
sekaligus sarana kontrol terhadap kinerja aparatur negara. Dalam kerangka hukum
administrasi negara, mekanisme pengaduan berfungsi sebagai instrumen pengawasan
yang berperan dalam mencegah terjadinya maladministrasi serta memastikan bahwa
penyelenggara pelayanan publik bertindak secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Namun demikian, efektivitas perlindungan hukum tersebut sangat dipengaruhi oleh
berbagai faktor, seperti kapasitas dan independensi lembaga pengawas, kualitas sumber
daya manusia aparatur, serta keseriusan pemerintah dalam merespons dan
menindaklanjuti setiap laporan masyarakat. Di sisi lain, sistem pengaduan yang berjalan
secara optimal juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan kepercayaan publik,
yang pada akhirnya berkontribusi dalam menciptakan iklim investasi yang lebih stabil dan
kondusif. Sebaliknya, lemahnya responsivitas pelayanan publik berpotensi menimbulkan
ketidakpastian hukum yang dapat menghambat aktivitas ekonomi dan menurunkan
legitimasi pemerintah di mata masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah
strategis yang berkelanjutan, antara lain melalui peningkatan kompetensi aparatur,
penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal, serta pemanfaatan teknologi
informasi secara lebih optimal guna meningkatkan aksesibilitas dan efektivitas pengelolaan
pengaduan. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan
pendekatan yang lebih komprehensif, baik melalui metode kuantitatif maupun mixed
methods, guna mengukur secara lebih terperinci hubungan antara efektivitas sistem
pengaduan pelayanan publik dengan indikator pembangunan ekonomi, serta memperluas
cakupan penelitian pada berbagai sektor layanan publik agar diperoleh gambaran yang
lebih menyeluruh dan mendalam.
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